
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak terlepasidari proses interaksi 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, masalah sosial 

terkadang muncul dan akhirnyaiberkembang menjadi masalah dalam hubungan 

sosialitersebut. Dalam rangka menata hubungan sosial dan mencegah terjadinya 

masalah, maka perlu disusun aturanidan aturaniyang mengaturikehidupan 

sosial masyarakat.iOleh karena itu, apapun bentuknya, setiap ketetapan 

merupakan perwujudan dari hati nurani masyarakat, termasuk aturan atau 

hukum waris dan waris yang berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat adat 

Indonesia. 

Secara etimologis, Maw𝑎̅ris adalah bentuk jamak dari kata 

m𝑖r̅ats (ميراث), yang merupakan gabungan dari kata: warasa-yarisu-irsan-

m𝑖r̅atsan. Menurut bahasa, artinya adalah perpindahan sesuatu dari satu orang 

ke orang lain, atau dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Di sisi lain, pengertian 

istilah tersebut diketahui oleh para ulama, yaitu pengalihan kepemilikan dari 

almarhum kepada ahli waris yang masih hidup, terlepas dari apakah itu harta 

(uang),itanah atau tanah yang ditinggalkan serta apapun yang berbentuk 

kepemilikan hukum. Oleh karena itu, imaw𝑎̅ris dalam hukum Islam berarti 

penyerahan harta dari orang mati kepadaiahliiwaris yang masih hidup sesuai 



 

 

 

denganisyaratiatau ketentuan  Al-Quran dan Hadits.1 

Kewarisan atau warisan yang sudah dikenalidalam bahasaiIndonesia 

berasalidari bahasaiArabiyaitui:i(i ورثi-یرثi-ورثاi-وارثة i) yang berarti 

pindahnya hartaidariiseseorang kepada iorang lain. Bisa juga diartikan dengan 

menggantiikedudukan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S An- Naml 

[27]:i16. 

ذاَ لَهُوَ ٱلْفضَْ لُ  يْرِ وَأوُتيِناَ مِن كلُ ِ شَىْءٍ ۖ إنَِّ هََٰ َٰٓأیَُّهَا ٱلنَّاسُ عُل ِمْناَ مَنطِقَ  ٱلطَّ نُ داَوۥُدَ ۖ وَقاَلَ یََٰ وَوَرِثَ سلُيَْمََٰ

 ٱلْمُبيِنُ 

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan diaiberkata: “WahaiiManusia, kami 

telah diberi pengertian tentang suara burung dan kamiidiberi segalaisesuatu. 

Sesungguhnyai(semua) ini benar-benar suatu karunia yanginyata” i2 

 

Dalam Bahasa Arab Hukum Waris dinamakan ilmu Fara’id artinya ilmu 

pembagian,iatau lebih jelasidapatidiartikan sebagai suatu ilmuiyang 

menjelaskanitata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal 

dengan berpatokan pada sistem pembagian yang telah ditentukaniuntuk 

selanjutnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. 

Pulau Madura ataupun pula dikenal dengan pulau garam saat ini 

tercantum ke dalam daerah administratif  Provinsi Jawa Timur. Di pulau ini ada 

4 kabupaten ialah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 

                                                             
1 Abdul iWahid idan iMoh iMuhibin, iHukum iKewarisan iIslam, i(Jakarta: iSinar iGrafika iOffset, 

i2009), i67. 
2 iDepartemen iAgama iRI, iAl-Qur’an idan iTerjemahnya, i(Bandung: iPT iCordoba iInternasional 

iIndonesia, i2012), i141. 



 

 

 

Pemekasan serta Kabupaten Sumenep tidak hanya pulauiutama ada pula 

gugusan kepulauan Kangean di sisi timur dengan jumlah totalitas ada 126 

pulau.i Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu 

etnis suku dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya dekat 13, 6 juta. 

Tepat di Desa Banyuajuh, merupakan 1 dari 10 Desa yanga ada di 

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.  Masyarakat Madura merupakan 

penganut agama Islam yang taat. Dalam masalah agama mereka lebih fanatik 

dibandingkan dengan orang Jawa, Semua orang Madura adalah santri atau 

paling tidak menurut anggapan mereka sendiri, sehingga dikenal sebagai 

“masyarakat santri” yang kuat. Orang Madura juga umumnya sulit 

membedakan antara Islam dan (adat) Madura. Hal ini tampak pada praktik 

kehidupan mereka sehari-hari yang tidak dapat lepas dari dimensi agama Islam.  

Masyarakat Madura masih memegang teguh prinsip-prinsip agama 

serta adat yang berlaku dan mereka yakini, sehingga bukan hal baru jika masih 

sering kita jumpai beberapa daerah melaksanakan kegiatan ritual keagamaan 

yang di anggap sebagai kewajiban, seperti yang berkaitan dengan peringatan 

hari-hari penting agama Islam. Misalnya, selama bulan Asyuro, mereka 

membuat selamatan jenang suro, selama bulan Safar diadakanlah selamatan 

jenang sapar, di bulan Maulid mereka memperingati dengan selamatan Maulid 

Nabi Muhammad SAW dan tentunya itu semua merupakan peran dari 



 

 

 

masyarakat Desa Banyuajuh yang masih memegang prinsip keagamaan bahkan 

dijadikan sebagai hal yang wajib ada setiap tahunnya.  

Masyarakat Desa Banyuajuh banyak yang merantau untuk memperbaiki 

nasib dan juga ada yang sedang menjalani pendidikan di luar kota maupun di 

luar pulau, begitu pula dengan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai 

tempat hingga tak heran jika di Desa Banyuajuh ini memiliki beragam suku dan 

etnis tentunya mempunyai keyakinan terkait adat serta metode yang berbeda- 

beda termasuk metode pembagian harta warisan.  

Salah satu adat yang masih melekat di masyarakat khususnya 

masyarakat Desa Banyuajuh salah satunya yakni terkait hukum waris. Hukum 

kewarisan adat di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan 

yang berlaku di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. 

Hukum kewarisan dapat di artikan sebagai hukum yang mengatur 

tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal 

serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Namun berbeda untuk norma 

pewarisan, salah satunya di desa banyuajuh masih menggunakan sistem 

pewarisan adat setempat, terdapat beberapa keunikan dalam praktek pembagian 

warisan yang berbeda dengan pewarisan lainnya, tidak ada bagian yang pasti 

baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. Salah satu wujud penyesuaian 

dalam penerapan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat dapat di 

jumpai pada sebagian masyarakat Desa Bayuajuh disini yang mana memakai 



 

 

 

sistem pembagian dengan musyawarah dengan tiap- tiap pihak bersepakat 

untuk membagi harta peninggalan dengan rasa keikhlasan atau pada umunya 

menyamaratakan bagian tiap para ahli waris dengan mepercayakan pembagian 

harta kepada tokoh agama (kyai) kepercayaan pihak keluarga.  

Selain itu pembagian harta waris hanya dilakukan secara lisan 

(dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada) menggunakan sistem keyakinan 

satu sama lain tanpa memakai surat perjanjian maupun sertifikat hak kepunyaan 

atas harta peninggalan. Mengenai pembagian warisan secara lisan, hal tersebut 

dikarenakan dalam proses penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli 

waris, dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan menjamin tidak akan ada 

yang menguasai. Namun, hal demikian sangat rentan dengan sengketa dimana 

apabila pewaris telah meninggal maka kemungkinan besar harta yang telah 

dijanjikan oleh pewaris akan dikuasai ahli waris lainnya. Karena, sebelumnya 

pewaris hanya memberikan harta warisan hanya secara lisan hal tersebut dapat 

memunculkan permasalahan di masa yang akan datang. Dalam masyarakat 

Madura, kyai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. 

Kyai memiliki harta dan penghormatan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, 

bukan hal yang berlebihan jika ulama atau kiai sebagai pemegang otoritas 

keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat 

Madura 



 

 

 

Dengan adanya perbedaan antara hukum waris Islam dan Hukum Waris 

Adat yang berlaku pada masyarakat Desa Banyuajuh serta berdasarkan 

deksripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penenlitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik 

Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat 

Desa Banyuajuh (Studi Kasus di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan).  

  



 

 

 

B. Rumusan iMasalah 

1. Bagaimana iPraktik iPembagian iHarta iWarisan Menggunakan Sistem 

Kepercayaan iMasyarakat Desa Banyuajuh  Madura idi iDesa iBanyuajuh, 

Kecamatan iKamal, iKabupaten iBangkalan i? 

2. Bagaimana iTinjauan iPerspektif iHukum iIslam iterkait iPembagian  

Harta iWarisan iMenggunakan iSistem iKepercayaan itersebut i? 

C. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

1. Tujuan idari ipenelitian iini iadalah: 

a) Untuk imengetahui ibagaimana iPembagian iHarta iWarisan 

Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh idi Desa 

Banyuajuh, iKecamatan iKamal, iKabupaten iBangkalan. 

b) Untuk imengetahui ibagaimana iTinjauan iPerspektif iHukum iIslam 

terkait iPembagian iHarta iWarisan iMenggunakan iSistem Kepercayaan 

Masyarakat Desa Banyuajuh. 

2. Kegunaan iPenelitian 

a) Kegunaan iTeoritis 

Kegunaan iteoritis idimaksudkan iagar ipenelitian iini isebagai isumber 

untuk imenambah iilmu ipengetahuan ihukum iIslam ikhususnya 

mengenai implementasi ipembagian iharta iwarisan iMenggunakan Sistem  

Kepercayaan iMasyarakat iDesa Banyuajuh Madura. 

b) Kegunaan iPraktis 



 

 

 

Kegunaan praktis idimaksudkan iuntuk imemecahkan imasalah i– masalah 

iyang ibersifat ipraktis idan ibisa ilebih idikembangkan ilagi untuk 

ipenelitian iselanjutnya. iSelain iitu, ipenelitian iini idapat menjadi edukasi 

ikepada ipembaca ibahwa idi izaman imodern iseperti saat iini masih iada 

imasyarakat iyang imenggunakan isistem kewarisan isecara adat. 

D. Kajian iPustaka 

   Telah idijelaskan imengenai ikajian ipustaka imerupakan ideskripsi 

isingkat imengenai ipenelitian isuatu ikajian iyang itelah idilakukan imengenai 

imasalah iyang iakan iditeliti. iDalam ikajian iyang itelah idi ilakukan ioleh 

ipenelitian iini, ipenulis itelah imenemukan ibeberapa ipenulisan iskripsi iyang 

ididalamnya iditemukan ipembahsan iyang isama imengenai ipembagian iharta 

iwarisan iyang idibandingkan idengan ipenelitian isebelumnya, iyang 

idiantaranya i: i 

A. Skripsi ioleh iRizqi iLailah iyang iberjudul i“Studi iPerbandingan Hukum 

iKewarisan iIslam iDengan iHukum iKewarisan iAdat Kecamatan 

iBontoramba iKabupaten iJeneponto” itahun i2011. Skripsi iRizqi iLailah 

iini imembahas imengenai iSistem iwarisan yang digunakan ioleh 

imayoritas imasyarakat iadat iJanni iPonto iadalah sistem iwaris iutama 

ilaki-laki, iahli iwaris iutamanya iadalah ianak tertua. iIa idapat imengurus 

iharta iwarisan iatas inama iorang ituanya dan imengurus iadik-adiknya 

ihingga idewasa idan idapat ihidup mandiri. iAda ibeberapa ialasan 



 

 

 

imengapa iproporsi ianak iyang ilebih tua ilebih ibesar. iPertama, ianak 

itertua imengasuh iadiknya ihingga dewasa idan ibisa iberdiri isendiri. 

iKedua, ianak iyang ilebih itua bertanggung ijawab ikepada iorang ituanya 

isampai imeninggal. Kalaupun ibersikukuh ipada isistem ikeluarga ilaki-

laki, idalam masyarakat iJeanie iPonto itetap imengutamakan isiapa iahli 

iwaris yang ibersedia imemberikan ihartanya idan iberapa. iAlokasi 

ibiasanya didasarkan ipada idiskusi ikeluarga iyang imelibatkan iahli 

iwaris idan ahli iwaris. iSistem idan ipraktek ipembagian iwarisan idi 

imasyarakat Jeneponto itidak isejalan idengan iFara’id. iNamun isesuai 

idengan tujuan ipembentukan ihukum iIslam iyaitu iterwujudnya 

kemaslahatan umat.3 Letak iperbedaan iskripsi iRizqi iLailah idengan 

ipenelitian yang ipenulis iambil iyakni iterletak ipada imembandingkan 

iantara Hukum iKewarisan iIslam idengan iHukum iKewarisan iAdat 

Kecamatan iBontoramba iKabupaten iJeneponto idimana ianak ilaki-laki 

ibisa iberkuasa iatas iharta ipeninggalan isedangkan ipenelitian yang 

ipenulis iambil iterkait idengan iBagaimana iPraktik iPembagian Harta 

iWarisan iMasyarakat 

menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat iDesa Banyuajuh 

Madura idimana itidak iada ikepastian iterkait iharta iwarisan iyang iakan 

idi iperoleh ibaik iitu ianak ilaki-laki iataupun iperempuan. 

                                                             
3 iRizqi iLailah, i“Studi iPerbandingan iHukum iKewarisan iIslam iDengan iHukum iKewarisan iAdat 

iKecamatan iBontoramba iKabupaten iJeneponto”, i(Makasar: iUIN iAlauddin iMakasar, i2011) 



 

 

 

B. Skripsi ioleh iMuhammad iHidayat iyang iberjudul i“Pembagian iharta 

iwarisan imenurut ihukum iadat iKayuagung idi iKelurahan iSukadana” 

itahun i2016. iSkripsi iini imembahas imengenai ihukum adat 

iKayuagung, itata icara ipembagian iharta iwarisan idalam isistem 

pembagian iharta iwarisan idesa iSukadana iadalah idengan membagikan 

isemua iharta ikepada ianak itertua, isedangkan ianak- anak ilain itidak 

imempunyai iharta, idan ianak iperempuan imemiliki seperangkat ialat 

irumah itangga, iyang idibawanya. iKetika idia menikah. iSelain iitu, 

itidak iadil ipendapat imasyarakat itentang itata cara ipembagian iharta 

iwarisan, ikarena ihanya ianak isulung iyang dapat imemperoleh ihak 

iwaris, idan ianak iselanjutnya itidak iakan mendapatkan ihak iwaris idari 

iorang ituanya.4 iLetak iperbedaan skripsi iMuhammad iHidayat idengan 

ipenelitian iyang ipenulis iambil yakni iterletak ipada itentang itata icara 

ipembagian iharta iwarisan, karena ihanya ianak isulung iyang idapat 

imemperoleh ihak iwaris,  dan ianak iselanjutnya itidak iakan 

imendapatkan ihak iwaris idari orang ituanya isedangkan ipenelitian iyang 

ipenulis iambil iterkait dengan ibagaimana ipraktik ipembagian iharta 

iwarisan menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat iDesa Banyuajuh 

Madura idimana tidak iada ikepastian iterkait ijumlah iharta warisan iyang 

iakan idi peroleh ibaik iitu ianak ilaki-laki iataupun iperempuan.  

                                                             
4 iMuhammad iHidayat iyang iberjudul i“Pembagian iharta iwarisan imenurut ihukum iadat 

iKayuagung idi iKelurahan iSukadana”, i(Palembang: iUniversitas iSriwijaya iIndralaya, i2016) 



 

 

 

C. Skripsi ioleh iYenni iOktavia iyang iberjudul i“Proses iPembagian 

Warisan iAdat iLampung iPesisir iPersektif iHukum iWaris iIslam” tahun 

i2020. iSkripsi iini imembahas imengenai iAdat iistiadat Lampung ipesisir 

imenggunakan isistem ipewarisan iutama ilaki-laki, yang imengutamakan 

ilaki-laki idaripada iperempuan, ikarena ianak laki-laki iadalah iahli iwaris 

idari iketurunan iayah imereka, keturunan yang idiwarisi idari iayah iasli 

i“anak ipunyimbang”, idan anak perempuan ibersiap iuntuk imenjadi 

iorang ilain. iAkan memperkuat keturunan idari ianak ilain. iMenurut 

ihukum iadat idi pesisir Lampung, iharta iwarisan itidak ihanya imenjadi 

imilik iahli waris, tetapi ijuga inama iumum iahli iwaris idan inama iadat 

iahli waris. iJika dalam ikeluarga itidak iada ianak ilaki-laki, imaka ianak 

dari ianak sulung itersebut iakan iditerima isebagai ianak idan idapat 

menjadi ahli waris idalam ikeluarga iyang idisebut iSemanda. iOleh 

karena iitu,  ahli waris iini itidak imemiliki ihak iwaris ikeluarganya, tetapi 

imemiliki hak iwaris ikeluarga iistrinya. iInilah iperbedaan mendasar 

idalam pembagian iwarisan idi isepanjang isuku iPepaton, jika itidak iada  

anak ilaki-laki imaka ihak iwaris iakan idiberikan kepada ikeponakan dan 

iseterusnya. iMeskipun iada ibeberapa ifaktor seperti ifaktor pendidikan, 

iperantauan i/ iimigrasi, iekonomi, iagama dan isosial, namun ifaktor-

faktor itersebut iseharusnya idapat mempengaruhi perubahan idan 

iperkembangan imasyarakat iadat idi daerah itersebut (masyarakat iadat 

iPesisir, iLampang, iKabupaten Tarangbad) i. Pembagian iwarisan 



 

 

 

iinternal, ikurangnya ikesadaran dan ikebangkitan pribadi, imereka itetap 

imemegang iteguh iadat istiadatnya imasing-masing.5 iLetak iperbedaan 

iskripsi iYenni Oktavia idengan ipenelitian yang ipenulis iambil iyakni 

iterletak pada penggunaan isistem pewarisan iutama ilaki-laki, iyang 

mengutamakan ilaki-laki idaripada perempuan, ibahkan ijika itidak ada 

ianak ilaki-laki imaka ihak iwaris akan idiberikan ikepada keponakan idan 

iseterusnya. iSedangkan penelitian iyang ipenulis ambil iterkait idengan 

ibagaimana ipraktik pembagian iharta iwarisan Menggunakan Sistem 

Kepercayaan Masyarakat iDesa Banyuajuh Maduraidimana itidak iada 

ikepastian terkait ijumlah iharta iwarisan yang iakan idi iperoleh ibaik iitu 

ianak laki-laki iataupun iperempuan. 

E.  iSistematika iPembahasan i 

Untuk imemudahkan ipembaca idalam ipembahasan iskripsi iini ipeneliti imenyusun 

isistematika isebagai iberikut i: i 

BAB iI Pendahuluan 

Bab ipertama iini imemaparkan ilatar ibelakang imasalah, irumusan 

masalah, itujuan idan ikegunaan ipenelitian, ikajian ipustaka idan 

sistematika ipembahasan, isemua iyang iada idi ibab iini mengarahkan 

ipada ipembaca ikepada isubstansi ipenulisan penelitian iini. 

BAB iII i Landasan iTeori 

                                                             
5 iYenni iOktavia, i“Proses iPembagian iWarisan iAdat iLampung iPesisir iPersektif iHukum iWaris 

iIslam”, i(Lampung: iIAIN iMETRO, i2020) 



 

 

 

Bab ikedua iini iberisi itentang ikerangka iteori, imenguraikan tentang 

iteori-teori iyang iberhubungan idengan ipermasalahan yang iditeliti. 

iPada ikerangka iteori iini iterdiri iatas iEmpat ipoin ibesar ialah 

itentang iKonsep iPembagian iHarta iWarisan iMenurut Hukum iIslam, 

iKonsep iPembagian iHarta iWarisan iMenurut Hukum iWaris iAdat, i 

‘Urf i(Hukum iAdat) dan Shulhu  (Perdamaian) 

BAB iIII Metode iPenelitian i 

 Bab iini iberisi itentang imetode ipenelitian iyang idigunakan imeliputi 

ibeberapa ihal, idiantaranya: ijenis ipenelitian, isifat ipenelitian, ilokasi 

ipenelitian, ipendekatan ipenelitian, isumber idata, imetode 

ipengumpulan idata iserta imetode ianalisis idata. 

BAB iIV Hasil iPenelitian i 

 Bab iini imenguraikan iprofil iDesa iBanyuajuh,i Kecamatan iKamal 

iKabupaten iBangkalan iserta imembahas imengenai ipaparan idata 

iyang iditemukan ipeneliti idilapangan idan igambaran imengenai 

ipraktik ipembagian iharta iwarisan imasyarakat Desa Banyuajuh 

Madura iditinjau idari ihukum iislam iapakah isudah isesuai iatau 

ibelum. 

BAB iV Penutup 

Bab iini ipenulis imenguraikan imengenai ikesimpulan idan isaran 

terkait ihasil ipenelitian iyang itelah idilakukan ioleh ipenulis. 
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